BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 53 TAHUN 2010
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA DAN RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa
Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari
Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, maka Peraturan
Bupati Sumbawa Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Sumbawa dan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Sumbawa, perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 53 Tahun
2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Sumbawa dan Rincian Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Sumbawa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1665};

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-



10.

11.

Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437} sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Bidang
Penanggulangan Bencana Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor
1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor
530);
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun
2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah
Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor
16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa
Nomor 3556} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa
Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari
Perangkat Daecrah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 580);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 53 TAHUN 2010
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA DAN RINCIAN
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 53 Tahun 2010
tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Sumbawa dan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 53), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi
sebagai berikut :
(1) Susunan Organisasi BPBD terdiri atas :
a. Kepala;
b. Unsur Pengarah; dan
c. Unsur Pelaksana.
{2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri
dari:
a. Kepala Pelaksana BPBD;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Program;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
1. Seksi Pencegahan;

2. Seksi Kesiapsiagaan.




d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari ;
1. Seksi Tanggap Darurat;
l. 2. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi.
e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
1. Seksi Rehabilitasi;
2. Seksi Rekonstruksi.
f. Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan Struktur Organisasi Pelaksana BPBD sebagaimana tercantum
c dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

2. Di antara Paragraf 5 dan Paragraf 6 disisipkan 1 (satu) paragraf yakni Paragraf
SA, dan diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni
Pasal 26A, 26B, 26C, 26D sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 5A
Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran
Pasal 26A

(1) Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang
Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Badan.

(2) Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok
o melaksanakan penanganan kebakaran.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, Unit
Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis penanganan
kebakaran;

b. penyusunan perencanaan kegiatan UPT Pemadam Kebakaran; dan

c. penyelenggaraan penanganan kebakaran.

Pasal 26B

Rincian tugas Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran adalah sebagai
berikut :

a. menyusun rencana kerja UPT pemadam kebakaran ;

b. menylapkan bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
penanganan kebakaran;

c. mengusulkan kebutuhan pelatihan petugas pernadam kebakaran;

. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam
o kebakaran;

e. melaksanakan penanganan kebakaran;

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan




kegiatan penanganan kebakaran; dan

g melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

l Pasal 26C

(1) Sub Bagian Tata Usaha UPT Pemadam Kebakaran dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala UPT Pemadam Kebakaran.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan
r pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2},
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

a. pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan ;

c b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 26D
Rincian Tugas Sub Bagian Tata Usaha UPT adalah sebagai berikut :
menyusun rencana kerja sub bagian tata usaha;
melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan unit kerja; dan

N N -

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
l &
tugas dan fungsi.

e

3. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII
ESELONERING
Pasal 32

(1} Kepala Pelaksana BPBD merupakan jabatan struktural eselon IIb.

(2) Sekretaris dan Kepala Bidang masing-masing merupakan jabatan
struktural eselon Ilib.

(3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis
merupakan jabatan struktural eselon IVa.

(4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis merupakan

jabatan struktural eselon IVb.
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Pasal 1II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.
Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 4 Februari 2012

BUPATI SUMBAWA,

ttd

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 4 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

MAHMUD ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2012 NOMOR 10

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa
Asisten Pemerintahan
u.b.
Kepala Bagian Hukum

I KETUT SUMADI ARTA, SH.
Pembina Tingkat Tk.I (IV/b)
NIP. 19691231 199403 1 094
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